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Mata dan Telinga Demokrasi!
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Hak, Kewajiban, dan Kewenangan Masyarakat ¥

dalam Pengawasan Pemilu & Pemilihan T ‘< i 1
KEWAJIBAN MASYARAKA KEWENANGAN MASYARAKAT

Memberikan informasi

P Mengetahui tahapan Q Mo aatt hlhen &
l Pemilu secara N peraturan Pemilu awal dugaan pelanggaran
transparan T ke Bawaslu
. Mendapatkan Melaporkan setiap dugaan Melakukan
lﬂ: sosialisasi & A pelanggaran yang @ pemantauan di TPS
pendidikan pemilih ditemukan
. Melaporkan dugaan @® Turutmenjaga o@e kutsertadalam
#  pelanggaran @ kondusivitas selama agan forumwarga
tahapan pengawasan
; : . . : ; Mendukung upaya
D @) femeestind Q) perceatan it
uang & SARA
Suara Anda, TPS
Pengawasan Anda,
Demokrasi yang
Berkualitas. Peusnwns
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PELANGGARAN ..
KODE ETIK

Pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu diselesaikan oleh Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP). DKPP berwenang menjatuhkan
sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu
yang melanggar kode etik. 3 3

TEGURAN PEMBERHENTIAN PEMBERHENTIAN
TERTULIS SEMENTARA TETAP

o Peringatan

o Peringatan Keras

o Pemberhentian tetap
dari jabatan ketua

0 Pemberhentian tetap
sebagai anggota
\_
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Masyarakat Mengawasi
= Tahapan Pemilu -

Sebelum Pemilu: =\ Selama Kampanye:

Cek DPT & | - Pantau Pelanggaran &
Pemutakhiran Data N - Netralitas

Pastikan Nama Anda di Laporkan jika ada politik uang,

Daftar Pemilih Tetap (DPT)! kampanye hitam, atau
ketidaknetralan ASN/TNI/Polri.

POLITIK KAMPANYE TIDAK
UANG HITAM NETRAL
e
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" BAWASLU

Korupsi & Kesejahteraan
Janiji Palsu

Uang Menjelang Pemilu?
Jangan Senang Dulu...

J
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Jangan Diam!

Laporkan
| Politik Uang.

Penjara paling singkat @ Denda paling sedikit
PENERIMA DAN PEMBERI 3 tahun dan paling @ 200 juta rupiah dan paling
MENURUT UU PEMILU: lama 6 tahun. banyak 1 miliar rupiah.
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« LARANGAN ASN/TNI/ POLRI
= TERLIBAT DALAM KAMPANYE =~
PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan
ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

PIHAK YANG DILARANG DILIBATKAN

_.|I'I;:- ':{-"'_.-_,.: [ ;f[-:i‘ .',.__ 'I:-,__ e a @

ASN POLRI TNI e efiod
PERANGKAT DESA
Aparatur Sipil Anggota Kepolisian Anggota Tentara atau sebutan lain/
Negara Negara Republik Nasional Lurah dan perangkat
Indonesia Indonesia Kelurahan

e Kampanye yang bersih
‘HEL E:,:zﬁrl'j;h;‘mﬁ;?kap » dan berintegritas dimulai
' yang berlaku. = dari kepatuhan terhadap

aturan!

Bersama Bawaslu, Wujudkan Pemilu 2024 yang Jujur, Adil, dan Bermartabat.

& ceai | © awasi | @ TINDAK
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e PENERIMA ADVOKASI HUKUM

> Hak dan Kewajiban “

Penerima dan Pemberi Advokasi Hukum

* X X
Sumber: Perbawaslu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum

Informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan advokasi hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Advokasi hukum m

Menyampaikan informasi, dokumen,
dan/atau keterangan secara benar sesuai
lingkup permasalahan hukum

Secara aktif membantu kelancaran
proses pemberian advokasi hukum

@ PEMBERI ADVOKASI HUKUM

Informasi yang benar terkait permasalahan
hukum yang dihadapi

<

Data dan dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan hukum

€) Berperan secara aktif dalam
pelaksanaan advokasi hukum

Menyampaikan informasi perkembangan
advokasi hukum sesuai lingkup
permasalahan hukum
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WNI yang sudah
berus.la 17 tahun

WNI yang sudah berusia

17 tahun dan sudah menikah
atau pernah menikah namun
tidak masuk Daftar Pemilih
Tetap (DPT).

Datang langsung ke Kantor
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Isi formulir layanan pengaduan
dengan memindai kode QR

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

perubahan alamat
domisili

WNI yang secara
administrasi kependudukan
telah melakukan perubahan
alamat domisili.

WNI yang melakukan
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WNI yang beralih | | WNI yang sudah

status ke TNI/ Potrl menlnggal
WNI yang beralih status ke | WNIyang sudah
TNI/Polri namun masih masuk meninggal namun
ke DPT, serta TNI/Polri yang masih masuk DPT.

sudah pensiun menjadi

masyarakat sipil namun
belum masuk DPT.
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